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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMORK 34 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBANGUNAN DESA -

DENGAN RAHMAT TU‘HAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembangunan Desa;

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); ’



4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

S. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Musyawarah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4
Tahun 2015 tentang Desa (Lembar Daerah Tahun
2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

‘
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DESA.

-,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Cianjur yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyclenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa,
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa  atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan  unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh  Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagal informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan ‘Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewaiiban Desa.
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Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyhrakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

-,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan,
melaksanakan  perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan rencana Pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan
membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b.  mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

C. ~menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif , berkeadilan dan berkelanjutan;

d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan
pembangunan di tingkat desa, antar desa, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;

e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta
evaluasi; dan

f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem
perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan  kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Daerah.

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
dengan semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa. :
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Dalam  rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan
Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa
didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desasebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan/atau pihak ketiga.

Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 4

Pembangunan Desa sebagaimana’dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB/II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Baéian Kesatu
Umum
Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan RPJM Desa dan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Rancangan RPJM Desa memuat visi‘dan misi kepala Desa, arah kebijakan
Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain:

CrpR Mo a0 op

penetapan dan penegasan batas Desa;
pendataan Desa;

penyusunan tata ruang Desa;
penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
pengelolaan informasi Desa;

penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:

a.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain: '

1. tambatan perahu;

2. jalan pemukiman; i

3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan

6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

taman bacaan masyarakat;

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai
kondisi Desa.

o g R

Pengembangan wusaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
antara lain:

pasar Desa;

pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;

penggilingan padi;

lumbung Desa;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Desa;

kolam ikan dan pembenihan ikan;

kapal penangkap ikan;

gudang pendingin,

tempat pelelangan ikan;

kandang ternak;

instalasi biogas;

mesin pakan ternak; dan

sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
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e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
penghijauan;

pembuatan terasering;

pemeliharaan hutan bakau;
perlindungan mata air;

pembersihan daerah aliran sungai; dan
kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

o e DS

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial buddya masyarakat; dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa. )

® oo o

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. pelatihan usaha ekonomi, pert‘anian, perikanan dan perdagangan;

b.  pelatihan teknologi tepat guna;

c.  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

kelompok usaha ekonomi produktif;

kelompok perempuan;

kelompok tani;

kelompok masyarakat miskin;

kelompok nelayan;

kelompok pengrajin;

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

kelompok pemuda; dan

0. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa terdiri anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, unsur rukun tetangga atau
rukun warga, unsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur tokoh masyarakat
dan unsur perempuan.

e o SRR TR B e

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan
prioritas program dan kegiatan Daerah.

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi: .

pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
Pengkajian Keadaan Desa;

penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa;

penyusunan rencana Pembangunan Desamelalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

000 T



Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 9

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.

(1)

(3)
(4)

()

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

kepala Desa selaku pembina,;

sekretaris Desa selaku ketua;

ketua lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris; dan
anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

nooe

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
keterwakilan perempuan. ;
Ketentuan mengenai tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

oo

penyelarasan arah kebijakan Pembangunan daerah;
pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan
daerah dengan Pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
. rencana strategis perangkat daerah;
rencana umum tata ruang wilayah daerah;
. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 12

o oo o

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.



@

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian Keadaan Desa sebagairr{ana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan Data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢ menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 14

Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan

b. pembandingan Data Desa dengan kondisi desa terkini.

Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber
daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format Data Desa.

Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 15

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi Pemerintah Desa dalam merumuskan usulan rencana
kegiatan.
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Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa
sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
tokoh adat; B
tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;
kelompok tani;

kelompok nelayan;
kelompok perajin; 8
kelompok perempuan;
kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.

AT Dm0 00 o

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan
dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat
kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat

menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 18

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.



Pasal 19

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. Data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke
Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 20

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil

pengkajian keadaan Desa. ;

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan
Desa sectelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desamelalui Musyawarah Desa
Pasal 21

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 22

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 membahas

dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari
visi dan misi Kepala Desa; dan

¢c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang
dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
membahas sebagai berikut:

laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa,;

prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,
sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

oo
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Pasal 23

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 24

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Rancangan RPJM Desa sebéxgaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format rancangan RPJM Desa. -

Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 25

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa,
dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan

(1)

S

&

Pembangunan Desa
Pasal 26

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.
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Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1), membahas dan menyepakati rancangan RPJM
Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Pasal 28

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan Musyawarah Pérencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Rancangan RPJM Desa sebégaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

Pasal 29

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa secbagai penjabaran RPJM Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana
kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun
berjalan.
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(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
september tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 31

(1} Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah
Desa;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
¢c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/
kegiatan masuk ke Desa; '
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,;
penyusunan rancangan RKP Desa;
f.  penyusunan RKP Desa fnelalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa;
penetapan RKP Desa; .
perubahan RKP Desa; dan
pengajuan daftar usulan RKP Desa.

&
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Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Pasal 33

(I) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berasal
dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) huruf b,
dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman
Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Pényusun RKP Desa
Pasal 34

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
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(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 9.

(3) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
juni tahun berjalan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa;

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Renyelarasan Program/Kegiatan Masuk
ke Desa

+ Pasal 36

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala
Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan juli setiap tahun
berjalan.

Pasal 37

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang meliputi:

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara;

b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Daerah;

c. rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang meliputi:
a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
b.  rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah; dan .

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke
dalam format pagu indikatif Desa.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan
berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
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Pasal 38

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal
terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.

" Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 39

. I} . .
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalarh dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

Ao o

50 o

hasil kesepakatan Musyawarah Desa

pagu indikatif Desa,;

pendapatan asli Desa;

rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 41

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

Pelaksana  kegiatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasa} 42

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b.  prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;
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c.  prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa,
Perangkat Daerah yang ' membidangi pembangunan infrastruktur
dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam format rancangan RKP Desa;

Pasal 43

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 44

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

(4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP
Desa.

Pasal 45

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 46

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45.

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 47

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
tokoh adat;

tokoh agama; 4

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan; .

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan,;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.

R
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Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 48

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:

pagu indikatif Desa,;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah.

°po o

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat
Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan . teknis dan sumber daya lokal yang
tersedia; '

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

w® o o
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h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.

Pasal 49

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 50

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Dberkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

¢c. ~menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan
mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang
terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.



20

Pasal 51

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 49.

Penyelenggaraan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa. :

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
" Pasal 52

Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat.

Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat tanggal 31 desember tahun berjalan.

Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Kecamatan dan Daerah .

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil

pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa
setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

Kepala Desa mengoordmas1kan kegiatan Pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi: ;

a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa
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Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud ‘pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kepala  Desa‘ mengoordinasikan  persiapan  dan pelaksanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak
ditetapkan APB Desa.

Pasal 54

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di
Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan
kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor
dan/atau program Daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan
atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar
pertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 55

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi:
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penetapan pelaksana kegiatan;
penyusunan rencana kerja,;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi;
pengadaan tenaga kerja; dan
pengadaan bahan/material.
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Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 57

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala
Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar
desa, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah
pelaksana kegiatan.

Pasal 58

Pelaksana Kegiatan Bertugas Membantu .Kepala Desa Dalam Tahapan
Persiapan Dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja
“ Pasal 59
(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
uraian kegiatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi;

kelompok sasaran;

tenaga kerja; dan

daftar pelaksana kegiatan.
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(3) Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa;

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan
Pasal 60

(1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;

musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistem informasi Desa berbasis website;

papan informasi Desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.
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Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Pasal 61

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
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Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan pembimbingan teknis.

Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain meliputi:

kepala Desa;

perangkat Desa;

Badan Permusyawaratan Desa;

pelaksana kegiatan;

panitia pengadaan barang dan jasa;

kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

lembaga pemberdayaan masyarakat.
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Pasal 62

Pembekalan sebagaimana dimaksufl dalam Pasal 60, antara lain:
a. pengelolaan Keuangan Desa;

b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi
kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.

Kegiatan pembekalan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 63

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi
kegiatan.

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit meliputi:

a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

b. dokumen APB Desa;

c. dokumen administrasi keuangan,;

d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan
dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat; :

f.  pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan

pekerjaan;
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g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga
masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi Aset Desa
sebagail dampak kegiatan Pembangunan Desa,;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa
atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa;

1. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga
masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan

Desa;

s penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa; dan N

k. laporan hasil analisis sederhana. perihal dampak sosial dan
lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan Pembang{man Desa mengutamakan pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

(1)

Pasal 65

Kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Desa
paling sedikit meliputi:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

Kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Desa, paling
sedikit meliputi:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesual dengan perhitungan harga yang tercantum d1 dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 67

Kegiatan mendayagunakan %wadaya dan gotong royong masyarakat Desa,

paling sedikit meliputi:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat; ‘

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat desa dan/ atau pihak ketiga;



d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sesuai dengan
rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

Pasal 6&

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, paling sedikit
mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi Aset Desa
sebagai dampak kegiatan Pembangunan Desa dan diikuti dengan
proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa; dan

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan
Desa.

-,

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 69

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak rumah tangga miskin atas Aset lahan/tanah, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa. .

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak rumah
tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
APB Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
melalui mekanisme Pembangunan Desa secara swakelola.

Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan
barang dan/atau jasa.

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 71

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang paling
sedikit meliputi:
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rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;

perubahan pelaksanaan kegiatan;

pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan,;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
Pasal 72

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
sedikit 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 73

Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), membahas
antara lain:

perkembangan pelaksanaan kegiatan;

pengaduan masyarakat;

masalah, kendala dan hambatan;

target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

perubahan kegiatan.
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Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana = dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Pasal 74

Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal
dari masyarakat desa.
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Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat
berasal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan
umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 75

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3

(tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan - terhadap 80% (delapan
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus
per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan
pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 76

Bupati menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak

pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam

Pembangunan Desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2.  bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Daerah.

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh Kepala Desa.
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Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 78

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur
Desa. i

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Ketentuan mengenai perubahan ¢ pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 79

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi
kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b.  pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
C. penetapan status masalah; dan

d.  penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b.  mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan
penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan

€. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara  mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan
pengarusutamaan perdamaian melalui Musyawarah Desa.

Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan sclesai, hasil kesepakatan dituangkan
dalam berita acara Musyawarah Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 80

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Desa.
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Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 81

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam
format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desayang paling
sedikit meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;

b.  foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol per seratus), 40%
(empat puluh per seratus), 80% (delapan puluh per seratus), dan
100% (seratus per seratus), yang diambil dari sudut pengambilan
yang sama; f

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau
melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada
tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan

f.  gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.

Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 82

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun
anggaran berikutnya.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala
Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 83

Masyarakat Desa berparti‘sipasi menanggapl laporan pelaksanaan
Pembangunan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa
Pasal 84

Pelestarian dan pemanfaatan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan‘,menjaga hasil kegiatan pembangunan
Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

-4

b.  membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan
kegiatan Pembangunan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ketentuan mengenai pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 85

Pemerintah  Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yvang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemaritauan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan Musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa.
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Pasal 86

Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan Perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau
jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan-pembangunan desa.

Hasil pemantauan Pembangunan Desa sebagaifnana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan Pembangunan Desa.

¢
Pasal 87

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan

pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan
Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati
melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;

b. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal
mempercepat Perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan
APB Desa ditetapkan 31 desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal
mempercepat pelaksanaan Pembangunan Desa untuk memastikan
penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kegiatan dan format Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 22 Juli 2019
=PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

%« . HERMAN SUHERMAN

T

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2019
~SEKRETARIS DAERAH

"/ KABUPATEN CIANJUR,

K

~ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 34 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I.  FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA )
KECAMATAN = .............
KABUPATEN :.............
PROVINSI § s 5 e ¢
. SKPD Pengelola, Lokasi Kegiatan Pagu Dana
No | Program/Kegiatan Program/Kegiatan (Dusun Ri/Rw) Volume Satuan (Rp.)
Desa........ , tanggal....... DONr ey R
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

Kepala Desa,



1. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA % v e woms oo om oo w5 R G155 B e A S 0 1S S8 W AR SR S £ a5 v st st Scasncen s e i e i v i Sl I Beminn om0 WA IS AR B i B PR S s e
KECANMATAN 17 s con o coniomsmmnmision sovimwinisin ssmismisosos s s snce b8/ w86 5505 S0 5508.5.05515 5976 o8 T30 w8 EBH G55 558 550 Do s raeslesers o e it emver e ensein T e s s SRR e O EESEEIE SRS
KABIUPATEN 5 it iesss cvunesnnsnsssssion s samsis/s simans aivssiseens sins s xomss s ssmssamnws san ome s vs fos 505 505 545 V55 8 oS8 B3 albis 455 S8 4k 3808 S5 EELD EFPRNHS g 208 L0307 S owmoiawnins whaamsman simabsmsb e Lok S8 a s <o
PROVINSI % i € o i S i A 8 S 5 A A1 et et it e 8 i 8 S B I 0 ST A SR S ¥R S PR R o e s oo rsis i 88
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH
1 |Material batu kali dan Kerikil 400.000 m3
2  {Pasir urug 700.000 m3
3 |Lahan Tegalan ) 11.128 Ha
4 1Lahan Persawahan . 1.104 __Ha
5 |Lahan Hutan 35.000 Ha
6 |Sungai 8.1241 Ha
7 |Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panii 6.500 Ha
- Lo N S
. I i S I
........... i
=
Desa cooovevniinnnn. , tanggal ...., ...., .
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
el e S O e e R = NRNRRNIY ) et et o BT R A Rl KL UL o }

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan

catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa




[I. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DES

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN ¥ oo coesaninsssins cxwsans o svssissns
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
CONTQH
1 {Penduduk dan keluarga
a.Jumlah penduduk laki-laki orang
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlah keluarga keluarga
2 Sumber penghasilan utama penduduk
a. Pertanian, perikanan, perkebunan
b. Pertambangan dan penggalian
c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dli)
d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
e. Angkutan, pergudangan, komunikasi
f. Jasa b4
g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)
3 |Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
a. Lulusan S-1 keatas < 8 orang
b, Lulusan SLA 252 orang
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 29 orang
4 ooz
...................... , tanggal ..., ...

Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan,/ Wilayah Antar Desa



[V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

PROVINSI

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

Jumlah Satuan

CONTOH

Aset prasarana umum

a. Jalan

b. Jembatan

Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

Aset prasarana kesehatan

a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

Aset prasarana ekonomi

a. Pasar desa

b. Tempat Pelelangan Ikan

Kelompok Usaha Ekonomi Produlktif

a. Jumlah kelompok usaha

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

Aset berupa modal

a. Total aset produktif

b. Total pinjaman di masyarakat

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

PROVINSI

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan

DESA vvvvirenrirnrnrennnns, tanggal ..o, ooy oo
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .



V1. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA

PROVINSI

Usulan Rencana Kegiatan
berdasarkan Bidang

Perkiraan
Volume

Rencana Lokasi
Kegiatan

Penerima Manfaat

Satuan

Laki-laki | Perempuan

1I

I

1A%

LOTILU

Pe;{yelenggaraan pemerintahan de
1. Penetapan dan penegasan bata
2. Pendataan Desa

3. Penyusunan tata ruang Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi

3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling
3. Pembinaan kerukunan umat be

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Dusun Karangrejo

—

paket - =

Mengetahui
Kepala Desa

Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

A-RTM
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VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : .. coiiiiiiiiiiiiiiinierntinere e et e ie v e

DESA
KECAMATAN 2 vvoremnroimamansismns smeomsn fssiseinsns 5 §diniiss i G558 ASEE TR SHAEHE 55 SNESRLIRESI09EER STRRSEAES 13 SUESLAY 45 V4 swinsia o9 sivweivrie somres
KABUPATEN
PROVINSI
] Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Famiinen Satuar
Volume LK | PR | A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1{unit 35 40 27
2 |{Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200|meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga " RT. 01, 02, 03 15jorang 5 10 9
§
DeSa vuss wivsswson spnpvsy TONEEAL o« vy wn evy w3 18
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a POTRET/SRETSA DESA

M . k m,
! - ok e S
! 3a
Nt S «mww ,a\\
= i A
i i b e e
# IS e
H
i 5

b. DAFTAR MASALI AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

S

b3

=

Ialsn desa 4 wilsyvsh
BW 02 sepanjang 1.20C
mstar rasak beras

Bam
Pasir
Teansga Gowng Rovong

pendudak B 07 odak
sehme

- IE . Des don FPEE
- Fiader-kader < dess

bad

BW 13 menderita

Puskeumas Pembann:
Eader Pogyandn

Holam Ishan tmmbak

Bata dan pasg
¥avn dan tambu
Teasga Golong royong




IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR WAI FNDER MUSDM

e

RIRIS A

PANCAROBA

EERARAT

AASIM HUJAN

Eskmwangs

Eeruzaagme
pangam

Easdanco
Commnak
anyakey

Basgx

Tanms

b  DAFTARMASALAH DAN POTENSI DARI KATENDER MU

Pada mmsom kemarsn & Sungas
dhan fusum kebourangsn Mam air
air bersib. Swadsys masyarskat
. Bam pasic
Pads mmesion kemnaran, - Imzassi ersiar
{Eagal; - Eeslompok Tam
- Ki'D
Pada pousies pancarobs - Puskesmas Persbanm
bamysk masyarskat desa - Esbun oba: kahmrga
werserang 1spa {infeks: - Posyapdn
Pada opasim mnan - Puzkesmss pembaniy
bapyvak mesvarakat 4 - Posyandn
Drazen Suci wrkens - Bidan dess
diars - Eesbnns obat kshmrga
Pads s by .
sebagisn besar rumah e . s
: . - Tenszs Gotong 1oy
pendudak & Dusan =
Damal tergenans 3w
sesinzyi 1 meter




X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

2. BAGAN KETFAMBAGAAN DESA

~40 -

». DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELFABAGAAN

PEMIES FPeemoghat dowa - Paaga
£ fnrang dala Lszgkap
BFO sosmbeshan <
pelzanm pade rrsodis
mavyarakar
- LE-Ds Peagwpus LE - Pemgparu
seaman e sagker
ndak magpek - Temaga
kepamzmy sangur
potaasial
KB OA8CE Hegparan - Lambags ada
TANE kalomped w4 - Pemgerm
Crowus Dam Tengkas
macat
5 SIMPAN Puogens Szupes - Modal wmaka
mlskulon 2ocey - Pamgarus
ds smggem tmgka
e ] Ada wopns
sosemrsarkam bagt . Adsieedt
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa ............ccoovvvvinnnnn.
Kabupatert [IOtR o0 ssmmmeaisis i s sommmanis s Proingl o...oommommemsnnsess smsnswnneansiere
Desa .ccoooviiiiviiiiiiiiiiiiine pada :

Hari dan Tanggal @ ...

Jam SR et LTSS S R P

Tempat :
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepalg dusun, warga dusun, tokoh

masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

e , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa
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XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
DESA 5 e s S S FERE § SRS § e s S RS SR S PSR S § SCROES £ DY ¢
QTSGR (VAT S v O e SN OSSOV RS U S P SO
KABUPATEN 1 it iseevaeaaes T L G e S s s S S e s e e e
PROVINSI D OOEETECOOCEE DS SO T D S O E T e B G S B PO G GET BRIt SR
[. Latar Belakang

1

HI

.

VI.

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

..............................................

Tujuan :
Contoh

‘
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pem bangunan Kabupaten/Kota
Pengkajian Potensi Desa
Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
Pengkajian permasalahan yang dihadapi
Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

o0 TN

..............................................

Flm Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

..............................................

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan.

..............................................

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah Kkebyjakan
pembangunan kabupaten/kota

b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

¢ Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat



. e

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Data desa yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa
3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut :
Contoh .
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

S e s R SR , Tanggal, ..., ..., ...
Mengetahui, ' Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa
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XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,

telah diadakan musyawarah Desa di Desa....cccocovvvinnnnnn.
BACEOBT BT o« s ook v 8 5 5iien Kabupaten/Kota........ooovvvvevneennen

Havi dane Tanggal  § sosessissssssmonsssonss sanmpones s evis

Jam TIREIN o SO S

Tempat ECLLRE s =ty PR Aol Al

yang dihadiri oleh kepala Desa, ﬁnsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku

unsur pimpinan dalam musyawarah Desh ini adalah :
A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin MUsya: ......cccocovviiiiiinnnnn, CUETT ciwis s osammmenss 5o waumsusnsesss posmsmnsssun
Notulen Ry Ry e X, R BB o visvs sommmessuss s gmmmpens oo s smssmane R
Narasumber T e T s e GLBTT o ovrssonemmenasssssmmmmmmnsss s mmmsmnsassanss

o A Dt B s CLBIET 1 0o smsmannsses s pomammonninn s s o bbb 6§ 44 54 5

C — dan seterusnya
Detelan UUEaKUKAl PEHIDAasdr (erndddap IMmdater:, selanjuilyd seiurun

peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

naniieitrnan RDIM MNeaca wvaitin ¢

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa '

Wakil Masyarakat



RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN @
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan . Waktu Pelaksanaan Pialuaen .mwm“
Lokasi . p Pemb
No (RT/RW/ Prakiraan Sasaran/ o, el o .
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Dusun) Soipes LA WHCS m,wr_d w:d Tahun 4 mwss Tahun 6 Jih (Rp)
a b c; d e f q h i i k i m n o
a.
b
C: .
1 Penyelenggaraan a
Pemerintahan Desa m.
£ .
g
Jumilah Per Bidang 1 -
a.
<]
e
d.
2 Pembangunan Desa |e.
f. Y v
g
h.
i v
g Jumlah Per Bidang 2 i
a.
b.
G
3 Pembinaan d
Kemasyarakatan m,
f.
g
Jumlah Per Bidang 3 -
a.
Pemberdayaan b.
4
Masyarakat c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -

Mengetahui :
Kepala Desa, Tim !
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di

Desa....cccoovvevnennnnn. kecamatan..........oooeviiiiiiinnn.
kabupaten fHota ..o s snmmmmunss a0 Provinsi.................. dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : ............  rtate R S

Jam S — T o) .

Tempat et s Al = Ter AL

telah diselesaikan penyusunan rancanggn RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa



512

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa .....................
BOURmBIN YT wmoes s os ve sommnsame s ons e Kabupaten/Kota ........cooovviniveniiiiiininininnnn.
Provinsi.................. pada :

Hari dan Tanggal @ ..o,

Jam U ik b4 55 44 A0 6 6 3§ § BBV § 1 85 b0

Tempat Y T oA P T Y

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur; pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi .

...............................................................................................................

................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumbe}

PerfiImpl BHEBTES o memmaviornis sommeveasss BRBEET e es o ot s o 8 o ARG § § 6 3 56 BB 0

Notulen = e Rl 5 U 5 v U PO P :

Narasumber S T N o Srth= CRETE e e oo omsmomeciin s & 86 5k SREALE X § 8 59 FERRSE
L O CRBITT v e s o momcomnioiis 55 54 2 BSSIEIEE 5 65 55 ¥ § HHBARSRE 5
. - dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

el 3 S BB ; TEHODEL, oy wusy wses
Ketua BPD Kepala Desa
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XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..................... EBCEaTET oone o oo nmmnins v
Kabupaten/Kota ........coovvennnnnn. Provinsi........ccoovvuee. pada :

Hari dan Tanggal e T e

Jam 3 s BEA e £ B § 48 e

Tempat T oL S

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh :
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....................................................................................................................
......................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin MUSYAWATAH I ....ccoomeeosivimassssionss AT v s o1 & simesnnn s sememonys s samsmsie » »acim

Notulen 3 a hoosdhocont S obAbcnns NapaT (Gl 27T LV

Narasumber S DN . SR '6 25 01 VUG RE. Jo8
DL I ne CHATT | , oo i iniommsne e s mmiiodisns § 5 B PRT E F 3
S R dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa



XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

e

PAGU INDIKATIF DESA

DES
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Sumber Dana Indikatif
L Alokasi Dana
No Inchk%’uf Program / B Dana bagian dari Bantuan keuangan
Kegiatan Desa Dana Desa bagian dan: hasil pajak dan
(APBN) (bagian dana ast pajax G APBD
perimbangan retribusi APBD . | mapupatany
kab./ kota) Provinsi Rota
COllt()h ...................................
Penyelenggaraan
1 |pemerintahan desa

II

Pelaksanaan
Pembangunan Desa

1

Pembinaan
Kemasyarakatan

I\Y

remberdayaan
Masyarakat

| B 51T P—

., tanggal ..., ..., .o

Ketua Tim Penyusun RKPDesa




XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

YANG MASUK KE DESA

S90 -

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

YANG MASUK KE DESA

No Asal Program/ Kegiatan

Nama Program/ Kegiatan

Prakiraan Pagu Dana

(Rp.)

Prakiraan
Pelaksana |

Contoh

Dari Pemerintah

|
—t

Air Bersih

800.000.000

PU Pusat |

21Dari Pemerintah Daerah Provinsi

_ 3|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

oleh DPRD Kabupaten/ Kota

Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Desa ..ccvvvvenne

wanmnney PANEEATL 1o iay s, wwie

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)}

NI

INTAH DESA (RKP-DESA)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya mmd e Pola Pelaksanaan
Sasaran/ Waktu Pembiayaan SR
No Lokasi Volume =0 . : Pelaksana
: - : Manfaat Pelaksanaan 5 e Kerjasama Kerjasama :
Bidang Jenis Kegiatan Jih (Rp) Sumber Swakelola SutarDess | Pihiak Keila Kegiatan
a b . d e b g h i j k ; . m n
a.
b. . o N o |
c:
Penyelenggaraar: {RUPPSIOEUI. TSR RO —
1 . i d.
Pemerintahan Desa &
Amr. llllll
g
- Jumlah Per Bidang 1 -
G T NS TR SRR VR TS e NSRS Foacveonmmeaas S P P B L e . e T P PR R R e R
A I D Y R e Y | RS S | S S | SETE
] S I~ WSS SRS USRI S SRR ST I S
% A DU Y RN R M WS DU NN SR SR
- . S N N SO ST N TR SR A —-—— o
2t Pembangunan Desa M .......................................................... T e e T ey SR L LRy
L 0 TR e S e e N R DS e e R o
B Lol lefowm = 8N N | T PR RS (SN
G L R | S S | . LS 1 O o | e | D DR R 13 D
T D Y T e e e SRR . SO WS SRS
110 O || O . R T AT I NN | PR S OT——.
m.
Jumlah Per Bidang 2
S T O R, . I S V. | S WS CESEE R
b | e ]
; ol
o T T < T S e T e S e REEEELEEEEEES Eeb bbb bbbttt (et iiieihiets Sl dehe it M
3 d.
Kemasyarakatan i Taaet s I I St LY IR I SR RO
S S i S eS| WSS SRR IDSAAAN NSNS Ao NS s SN
g
Jumlah Per Bidang 3
S TN TR T, TR . . Ry W
o [Pombordayaan | BT R DSOS B
Masyarakat o T S R . D T . U IR SEeTEOEe R N—
ol
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -

Mengetahui :

,,,,,, , Tanggal, ...,
Disusun oleh:




XKI1. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatar.
(Kader Teknik)

Diperilksa dan Disetujui oleh :

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional
(jika tersedia)

Lembar.....Dari..... Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual




XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA e o S e Bl e A 3 S D S S e B D S o
KECAMATAN  iiiviiiiiiiiieiiiniiiannceniiniee e . NO.RAB
KABUPATERN 5 v v s s Bidang
PROVINSI Kegiatam L sl s R
T
URAIAN Volume | Satuan HargaRiatuan Total Jumlah
Po
a b c d e=hbxd f
1. BAHAN
T3
1.2
1.3
1.4
1a
Sub Total 1) | Rp - Rp
2. ALAT
2.1
2.2
2.3 .
2.4
2,
Sub Total 2} | Rp - | Rp
3. UPAH §
3.1
3.2
3.3 e
el o
Sub Total 3 ) | Rp - | Rp
|Total Biaya
Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri

[I-a Pembelian alat tangan

1I-b Pembelian / penyewaan alat mesin

II-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

SO | - o1 -1 -~ | IRERE e eu i
mengetahui :
Kepala Desa Tim Penyusun RKP Desa
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XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa Lokasi O
Kecamatan Bidang

Kabupaten Kegiatan Ly v
Provinsi Volume =

Ada Memenuhi Ada & Tidak
Jenis Dokumen yang Diperiksa aVementill - pemenuhi | Tidak Ada

Syarat
yera Syarat

Sketsa lokasi kegiatan

Dokumen survey teknis

Gambar desain

Perhitungan volume

Survey harga bahan dan alat

Kesepakatan pembayaran upah kerja

Perhitungan RAB

Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan

Kol N TN RS Ko N R A B LS LN

Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

-
o

Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

ot
ot

Kesanggupan swadaya dan gotong royong

Y
Do

Rencana penggunaan alat berat

[
w

Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 |Data pemanfaat

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat t Lionisssismussnisuss sussmnsn e v ove
2 Pendamping Profesional : R T s
3 Dinas Instansi Terkait S e e o LT TR T



S s
XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN : s
TR T s e s S LRRE SRS T SIS VR TS nems oo s s o S dBaed § G
REUAKATAN 3 i covmibios smsiihs § £650555 5 EE4555 € SHANEH & 5EERFRY § FRLIAS § ERNS9I7 § SELITTY ¥ Ao o wumms s o smmmcss 1w
KABUBETEN 0 F sressss sosoms o sommann s srmonn o commns s svmmain 8 b5 5 » 55001 5 ERSERS LE0NRS § FEESIVA L § SSS3R 3 gomsrms s o
PROVIINGIL 5 sucessssvosmesn pamoms s xsmmis samns swmmins s samssit » coidbish § ER88E55 § HEANAR 4 SERAFSE ¥ ERELRT 8 § HESEIEY 3
. . Praki Prakir
Bidang/ Jenis Kegiatan raan .1_"ak1raan
. Sasaran/ | Waktu Biava dan
B Jenis Llena [t Manfaat |Pelaksana
Bidang i Jumlah (Rp)
Kegiatan an
Penyelenggaraan
1 {Pemerintahan
Desa
‘
Jumlah Per Bidang 1 -
Pembangunan
2
Desa
Jumlah Per Bidang 2
, |Pembinaan
¥ |Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 -
4 Pemberdayaan
* {Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
DIBEEL s scnmmmns pesnmen v+ , tanggal ..., ...
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....................
Kecamatan................cooei, Kabupaten/kota..........ooooviiiiiiiiiiii,
Provinsi.................. pada :

Hari dan Tanggal @ ...

Jam =l N

Tempat e T e

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun

RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.
i

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.
e e , Tanggal, ..., ..., ....
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa
Kabupaten/kota.....Provinsi.....pada:

Hari dan Tanggal T

Jam T

Tempat - —

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta

yang bertindak selaku unsur pimpinan mugsyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi

............. dst.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : ......... dari ...........
Notulen L — o (=) P
Narsumber ) R dari............

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembanguna
Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

.................. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa,

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2019
.-~ PELAKSANA TUGAS
%5 ~BUPATECIANJUR,

HERMAN SUHERMAN



